BUPATI ENDE

KEPUTUSAN BUPATI ENDE
NOMOR /49 TAHUN 2006

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN)
DETUKELI DI WATUNGGERE KECAMATAN DETUKELI

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN ENDE

BUPATI ENDE,

:a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi dan pemerataan

kesempatan belajar pada jenjang pendidikan Dasar perlu adanya
perluasan akses pelayanan pendidikan dengan pembukaan unit
sekolah baru;

. bahwa untuk menjawab kebutuhnn mnsyarakat Kabupatcn Ende

pada umumnya di D pada k y
mendirikan unit sekolah baru tingkat SMP;

pandang periu

. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut diatas,

maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

: 1. Undang — Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan

Daerah - Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I
Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



NOMOR 1691
. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4301);

F'S

[

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355):

*

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang — undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi
Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3373);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan

Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor

36, Tambahxn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412)

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55

Tahun 1998 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998

Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3763);



Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
K gan Daerah ( Lemb Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembi dan P ggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Repubhk Indonesxa Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

15. P Daerah Kabup. Ende Nomor 36 Tahun 2000 tentang
Pembentukan dan S Organisasi Dinas Pendidikan dan
Kebuday Kabup Ende(l b Daerah Tahun 2000

Nomor 29 Seri D Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Nomor
33);

16. P Daerah Kabup Ende Nomor 1 Tahun 2003 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah
Tahun 2003 Nomor 1 Seri A Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 1);

17.P Daerah Kabup Ende Nomor 09 Tahun 2005 tentang
Anggaran pend dan Belanja Daerah Kabup Ende Tahun
Anggaran 2006 (Lembamn Daerah Tahun 2005 Nomor 9 Seri A
Nomor 4, Tambahan Lembaran daerah Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Mendirikan Sekolah Menengah Pertama Negeri ( SMPN ) Detukeli
di Watunggere berkedudukan di Desa Watunggere Marilonga,
Kecamatan Detukeli, Kabupaten Ende;

Unit Sekolah Baru sebagaimana dimaksud Pada Diktum PERTAMA
ini mulai melak kan kegiatan Penerimaan siswa Baru
dan Proses Belajar mengajar terhitung sejak tanggal 24 Juli 2006;




KETIGA : Hari lahirnya Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Detukeli di
Watunggere ditetapkan tanggal 24 Juli 2006;

KEMPAT § Segnln biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya K
ini dibebankan pada Anggaran Pendapamn dan Belanja Daerah
Kabupaten Ende sejak Tahun Anggaran 2007;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dneupkmnyadanapabxla
dlkcmudmnhantemym dapat kekeli p pan ini akan
ditinjau kembali g i

di Ende
tanggal . )¢

BUPATI ENDE,

Drs. PAULINUS DOM1/
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